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Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
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Indonesia Diperbarui

RBg. (Rechtsreglement Buitengewesten)
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Rv. (Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 1985

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 1985

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan UmumUndang-Undang

Nomor 48 Tahun 2019 tentang Kekuasaan Kehakiman

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 1998 tentang
Penyelesaian Perkara Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019

tentang Kewajiban Pendaftaran Perkara Perdata Melalui E-Court

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di

Pengadilan Secara Elektronik;

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara

dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
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